
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1) Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen yg mengkonsumai

Air Mineral berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan hukum yang dapat

diberikan kepada konsumen air minum isi ulang diberikan secara preventif

dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh pelaku

usaha ke konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual belum

memenuhi kualitas standar yang ditetapkan adalah dengan memberikan ganti

rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum

dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, pelaku

usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan

Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air

minum pada Pasal 7. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian

terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik

berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena

mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau

berbahaya. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan

kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau

ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Tindakan

produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas hak

konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal tersebut diatur

dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha

makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti

melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam

proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan maupun

minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah

Perlindungan Hukum.., Rika Firdania, Fakultas Hukum, 2023



 

70 

 

terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, 

pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti 

membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi 

atau izin usaha. 

2) Pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar 

yang sebelumnya telah menerima izin. Jika di kemudian hari terbukti 

produk tersebut di temukan tidak sesuai/telah melanggar peraturan undang-

undang dan terbukti dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia 

yang mengkonsumsi produk tersebut. 

 

5.2. Saran 

1) Pembinaan dan pengawasan dari peredaran air minum isi ulang, sebaiknya 

dilakukan lebih intensif oleh lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang 

yaitu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi konsumen dari kandungan air 

minum yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 serta sebaiknya dilakukan upaya kepada 

masyarakat untuk menghindari air minum tidak sehat 

2) Bentuk perlindungan sebagai Pengawasan Terhadap Usaha Air Minum Isi 

Ulang dalam Memberikan Perlindungan Hukum: 

a) Melakukan pengamatan Lapangan atau Inspeksi sanitasi, pegambilan 

sampel air minum yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan 

Kota. 

b) Melakukan pengawasan teknis tentang izin, legalitas usaha dan 

pendaftaran oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan 

Energi. 

c) Balai Pengawasan Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang 

secara langsung dalam melakukan pengawasan karena pengawasan 

yang dilakukan bersifat insidentil, dimana/apabila terjadi hal yang 
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menyebabkan oleh air yang dikonsumsi bahkan keracunan barulah 

meriksa sampel air dan melakukan pengujian terhadap air yang dikirim 

ole Dinas Kesehatan kota yang menunjukan Balai POM sebagai 

laboratorium yang teraktreditasi. 
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